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Rakyatkan Ekonomi
Kerakyatan

LA R, )
o 0.. 0.0

ANUS Herman Halim, seorang pengamat
1omi yang juga dosen di Universitas Riau
1ilai bahwa ekonomi kerakyatan yang
‘i bar-gemborkan, belum jelas juntru-
nnya. Ekonomi kerakyatan yang di-
iinya sebagai ekonomi papan bawah ini
. lagi berhasil dijalankan.

e

EDYANUS Herman Halim sebagai salah
ang pengamat ekonomi maupun anggota
mpok Kerja (Pokja) Ekonomi Kerakyatan
hat ’ekonomi papan bawah’ ini masih terus
ctak dalam kehidupan ekonomi masyarakat
154 ini. Hal dapat dilihat dalam kenyataan
ri-hari dimana masih terlihat adanya pasgr&&
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1va sebatas retorika saja,” katanya.

pasar Ramadhan, dan di pasar-pasar tradisional
nsaksi masih terus berjalan. Di sisi lain pem-

gunan infrastruktur juga terus berjalan. Hal ini

iipakan indikasi bahwa ekonomi masih terus

letak dan bergerak.

“Persoalannya, yang kita hadapi saat ini adalah
ifuhan infrastruktur seperti listrik, telepon dan
scbagainya itu belum dapat dijadikan faktor
unjang yang dapat diandalkan. Hal ini terjadi

rena diberlakukannya otonomi daerah dan
sentralisasi fiskal,” katanya.

Dengan perimbangan keuangan pusat dan

eran dimana uang yang beredar di daerah akan
vihitbanyak dibanding masa-masa sebelumnya.
ndisi ini diharapkan menjadi stimulus di daerah

2~ bersangkutan untuk menggairah sektor

on@mi.

Kembali ke persoalan ekonomi kerakyatan

12 dinilainya belum lagi jalan, Edyanus mengatakan
\h satu indikasinya adalah belum adanya data

: dimiliki oleh sekretaris daerah tentang dana

' APBD yang akan disalurkan kepada pengusaha

| sebagai salah satu bentuk implémentasi
1omi kerakyatan.
Oleh sebab itulah, hal ini menjadi tantangan
Gubernur Saleh Djasit, SH untuk masa-masa
2 akan datang. “Ekonomi kerakyatan j Jangan

)
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Saat ditanya apa yang seharusnya dilakukan
pemerintah untuk melaksanakan ekonomi
akyatan, Edyanus memberikan beberapa langkah.
taima pemerintah harus memiliki mekanisme
berian modal serta harus pula diikuti dengan
niinaan operasionalnya.

“Jangan menggunakan sistem proyek yang
va akan menimbulkan pengusaha-pengusaha
bitan. Mereka hanya ramai bermunculan karena

diturunkan dana bantuan. Kalau dana sudah
'k ada merekapun menghilang,” katanya pula.

Bila perlu, lanjutnya, bentuk badan tersendiri
~inengelola ekonomi kerakyatan. Juga perlu
1lirkan pembinaan institusional dan pembinaan
nberdaya manusianya (SDM).
“Carn titik-titik yang memang menarik minat
1 pengusaha kecil itu sehingga mereka tekun
ngerjakannya. Setelah itu bantu mengembangkan
anya sehingga dapat memberi manfaat bagi
ungan sekitarnya. Bangun etos kerja mereka
ngan kedisiplinan.”

#glama ini menurut Edyanus lagi, masalah ini
rahkan pengelolaannya kepada dinas-dinas yang
ingkutan tanpa adanya pengembangan pe-
tan, jaringan ataupun teknologi. Seharusnya,
an adanya otonomi daerah dimana daerah
lapat kewenangan yang sangat luas untuk 2

. s i e
ngembangkan dirinya, pemerintah daerg_{lg:é%_é
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I'Ilf’lﬂbuat kebijakan yang dapat menguntungkan
pengtsaha kecil.

2 “Sedangkan tentang program Jaring Pengaman
~©Sosial menurut, Edyanus bukanlah solusi terbaik
- © karesia JPS bukan dirancang untuk mengatasi krisis
- Jangka panjang. (kim)
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*tahun Rusli Zainal Menjadi Gubernur
izka Kemiskinan di Riau
Malah Bertambah

L R )
RSN

hin Rusli Zainal menjadi Gubernur Riau,
lai tidak memiliki target yang jelas.
;ram K2I belum jelas implementasinya.

* ¥

Tidak seperti halnya dengan kepemimpinan
den Soesilo Bambang Yudoyono yang disingkat
----- qargetkan 100 hari bukti kerjanya. Gubernur

I M Rusli Zainal SE yang cuma memimpin
insi tidak ada target yang jelas dalam masa
winnya. Buktinya program K2I-nya dalam
cntasan (Kemiskinan, Kebodohan dan Infra-
tur) dalam setahun ini, isu sentral tersebut
1 Jelas implementasinya. Alhasil, tingkat
imbuhan ekonomi di Riau turun dari tahun

'imnya sehingga jumlah masyarakat Rlau'__.--"

miskin juga cenderung bertambah.
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Fdyanus Herman Halim, pengamat ekonomi
“iau‘yang berasal dari UNRI menilai masih banyak
\zas-tugas Gubri Rusli Zainal yang harus di-
rjakan. Isu sentral selama ini yang didengung-
ngungkan seperti program K2I-nya belum ada
leémentasi yang jelas. Justeru ia melihat belum

kerangka yang jelas untuk program itu.

Salah satu buktinya dari aspek implementasi
ihat seperti ada beberapa Kepala Dinas yang
likarbitkan. Sebelumnya banyak orang menilai
‘ng dikarbitkan tersebut merupakan orang-orang
‘éssional, tapi nyatanya perlu dipertanyakan.
adaDesember 2004 ini baru dinyatakan 63 persen
¢ terealisir. “Kita tidak melihat sentuhan-
nithan yang berarti dari fungsi pemerintahan
1gai pengstimulus perbaikan ekonomi mas-
\cat,” papar Edyanus.

Berdasarkan data yang dihimpun pengamat
nomi UNRI tersebut, pada tahun 2003 per-
nbuhan ekonomi tanpa migas mencapai 7,58
.en pada kuartal ke empat. Dibandingkan dengan
rtal keempat tahun ini, pertumbuhan ekonomi
»a'migas baru mencapai 6,49 persen. Dari angka

sebutjelas peran pemerintah pada sektor ekonomi
ih relatif kecil. Sehingga perbaikan-perbaikan
inomi yang bertujuan untuk mengentaskan
niskinan masih perlu dipertanyakan.

Dari berbagai sector yang dilaksanakan, yang .
if mengalami penurunan adalah sector

i SR
Pl = e A |
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crianian. Bila pada kuartal ke empat tahun 2003

titnbuhan sebesar 5,57 persen, lain halnya

litahun 2004 ini menurun menjadi 4,4 persen. Itu

arty gairah di sektor pertanian melemah, padahal
1 kontribusi sector pertanian sangatlah besar.
az1 didukung masyarakat yang bekerja untuk
“itu sangat dominan. “Saya menilai belum ada
jemahan yang konstruktif dari dinas-dinas yang
ndukung program KaI tersebut,” terang pengamat
omi UNRI itu.

Selain dari itu ada satu hal yang sangat di-

ithatinkannya, yaitu menurut Gubri Rusli Zainal
ng menyatakan akan “Run” ditahun 2005. “Kalau

174 saja ditahun 2005, jadi ditahun 2004 apa
bisa diambil hasilnya? SBY saja memimpin
sara cuma mentargetkan 100 hari kerja untuk
nbuktikannya,” ujar Edyanus, heran.

[>ari data yang ada, Edyanus menilai baru dari
tor perindustrian dan perdagangan yang terjadi
1ingkatan. Buktinya pada kuartal keempat tahun
, lalu sebesar 9,55 persen. Pada tahun 2004
a :1}'1_ peningkatan menjadi 10,13 persen.

Menurut pandangan pengamat ekonomi itu,

1antitas orang miskin di Riau yang selalu disebut-

selalu segitu-segitu saja. Meskipun tidak ada
‘2 vang pasti diketahuinya, yang jelas jumlah
;> miskin, khususnya petani diprediksikannya
kiin bertambah saja. Penyebabnya tidak Iam“
12 tidak fokusnya dalam implementasi progrz;{ﬁ‘ -
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progfam pembangunan. “Seharusnya terjemahan

1 itu harus lebih konkrit dalam bentuk program
1.proyek,” jelas Edyanus.
Program-program tersebut sangat penting

arepma antara satu dan yang lainnya saling terkait.
lisalnya saja program pendidikan masyarakat yang
erlirdiperhatikan, baik yang sedang bersekolah, pra

«otah, sedang bekerja maupun tidak, baik di sektor

merintah maupun swasta seharusnya dikemas
im satu program pendidikan yang diarahkan

1tuk mencerdaskan anak jati Riau. “Jadi jangan
nya mengharapkan kompetitif ekspentif dari
'mberdaya alam saja, itu tidak langgeng,” ujar
‘dydpus.

Menyinggung Dewan Pakar Daerah yang
i1 masa Gubri Saleh Djasit dibentuk tetapi tidak
hat di masa Rusli Zainal, menurut Edyanus itu
‘ungsi tidak hanya sebatas evaluasi. Tetapi juga

agal warning untuk diskasi yang konstruktif
gan pokok-pokok persoalan sesuai dengan

rapan yang ingin dikejar dan ingin dicapai.

_Meskipun dibuat diskusi-diskusi yang intensif,
zubernur tetap saja punya standar yang baku
1k mengambil keputusan. Itu hanya dianggap
122l masukan dan untuk pembanding dari
.skan-masukan yang lain. Sehingga masukan

idak hanya berasal dari juru bisik. “Jadi ada check

balance-nya dari pemikiran-pemikiran yang

i

1suk kepada gubernur,” jelas pengamat ekon@gﬁi?f:

P S
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angjuga merupakan salah seorang pembantu
lelars Fekon UNRI tersebut.

Berhubung tugas yang diemban Rusli Zainal
1wakan kelanjutan dari tugas gubernur sebelum-
Edyanus menilai tidak ada kesinambungan
elas yang terlihat. Padahal visi dan misi
riur sebelumnya yang berupa lima pilar pem-

‘ngunan sangat perlu dimplementasikan saat ini.
rena program K2I itupun merupakan implementasi

jabaran lima pilar juga. “Lima pilar itu tidak

lepas dari K2I, seperti peningkatan SDM,
ungkatan ekonomi masyarakat. Jadi itu sama

dengan pengentasan kemiskinan juga,” papar

lvafmis.

Seharusnya Rusli Zainal melanjutkan program-

2ram dari Saleh Djasit yang lebih terfokus pada
calpoint. Misalnya saja vocal point masa Saleh
)jasitseperti untuk IMTAG (iman dan taqwa) ia
nbangun kembali Mesjid Agung Annur yang
‘zah, untuk peningkatan SDM ia membangun
akultas Kedokteran dan Rumah Sakit Daerah yang

ngkap.

5olehlah itu disebut proyek mercusuar, sebaik-

va Rusli Zainal meneruskan dengan implementasi
la pengembangan SDM. “Bila kita lihat dari data
noml, pertumbuhan ekonomi Riau dari aspek
‘merintahan “nothing touch” atau tidak ada sen-
‘han yvang baik,” papar Edyanus Herman Halim
ngakhiri. (ridwan) %
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Pertumbuhan Ekonomi
nggi, Rakyat Masih Miskin

PR, .}
AR X X

i pertumbuhan ekonomi Riau tahun ini
liisar 8,13 persen. Ini melebihi rata-rata
‘tonal yang cuma 6,5 persen. Namun
ang, pertumbuhan ekonominya hanya
ikmati kaum elit saja.

*H%

DESMINAR berdecak kagum. Dirinya tak
1vangka perkembangan Riau begitu pesat.
1hal, kota Pekanbaru dan beberapa kabupaten
nwa di Riau baru dua tahun ditinggalkannya. Ia
habis-habisnya menggelengkan kepala tanda
. “Riau sekarang sudah berbeda dengan Riau
#iu,” begitu ujarnya takjub.

Menurut cerita-cerita yang didengar wanita_

1igang bahan pakaian ini dari teman-temannya’_,@i

JhgE

i3
4

&
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 pertumbuhan ekonomi Riau telah melampaui
riimbuhan ekonomi secara nasional. Makanya,

cembali ke Riau untuk membuktikan dan kembali
ncoba peruntungan.

Desminar tampaknya tidak sendirian. Di
kingnya juga menyusul para pengusaha dari
tar belakang beragam. “Kami ingin mengembang-
' 1saha ke negeri lancang kuning ini,” kata Abbas
unarwan di lobby Hotel Pangeran Pekanbaru
rapa waktu lalu pada Azam.

#ckanbaru dan beberapa kabupaten lainnya di
| mmerupakan tempat yang cocok untuk pengem-
1zn usaha industri. Kata Abbas, investasi swasta
1h'banyak mendongkrak pertumbuhan ekonomi
l.-Benarkah?
Pakar Ekonomi UNRI Ediyanus Herman Halim
11la1 peningkatan laju ekonomi di Riau didorong
n banyaknya usaha besar yang beroperasi di Riau,
itama perusahaan perkebunan dan pertambangan
tubara yang dapat mencapai 34,51 persen. Sektor
‘unan 8,98 persen, sektor perdagangan, hotel dan
stozan meneapai 11,8 persen dan yang paling pesat
tun buhannya adalah sektor keuangan, persewaan,
ngunan dan jasa perusahaan yang dapat mencapai
6,1 persen.
Meskipun demikian, kata Edyanus pertumbuhan
tidak banyak menyentuh masyarakat. Ini menjadi

5

'zag pemerintah bagaimana laju pertumbuha;};g;

b L

i
e
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sebut dapat dirasakan masyarakat secara merata.

“Selama ini kita melihat kue ekonomi itu
vak dinikmati oleh kalangan elit saja, terutama
1sahaan kayu, perkebunan, dan pertambangan.
entara masyarakat dengan ekonomi menengah
»awah begitu saja hidupnya tanpa perubahan
17t1,” jelasnya.

Menurut Edyanus, ada beberepa hal yang harus
‘rhatikan pemerintah. Yang sangat krusial sekali
ni pembangunan infrastruktur pedesaan di
lat kecamatan terutama transportasi, listrik dan
sersih. Tiga ini musti menjadi fokus.

Baru setelah itu pemerintah mendorong tum-
iva industri hilir melalui pengembangan
asan industri yang berbasis masyarakat, maka
¢an sendirinya produk mentah yang dijual
varakat mendapat pasar yang terjamin. Industri
“ini diharapkan juga dapat menampung tenaga
a sehingga pengangguran dapat berkurang.

“Sejauh ini kita lihat upaya pemerintah ke arah
1 belum berjalan dengan baik, dan wajar kita iri
%+ umatera Barat. Jalan-jalannya bagus sampai
sedesaan. Saya tak habis pikir, merigapa pe-
intah kita baik di daerah maupun propinsi tidak
riperhatikan aspek trasnportasi. Sudah lima
in otonomi daerah, kita belum melihat pening-

7 berarti pada ruas jalan utama, apalagi ruas-

&
4

:jalan di lintas kecamatan dan pedesaan. Pemdg:_.s

Fi

e
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banyak membangun gedung saja,” terangnya.
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Penyimpangan APBD
emungkinan Lebih Besar

-
000 ‘0

{ANBARU—-Temuan Badan Pemeriksa Ke-
san (BPK) tentang penyimpangan APBD Riau
sar Rp33,95 miliar mendapatkan tanggapan
1k percaya” dari pengamat ekomoni Edyanus
man Halim SE MS.

Fdy bukan tak percaya adanya penyimpangan.
istru tak percaya kalau besarnya penyimpangan
va sebanyak itu. Kepada Pekanbaru Pos, Senin
7). kemarin mengatakan, bisa jadi jumlah
smpangan lebih besar dari hasil temuan BPK.

“Jika dilihat dari APBD yang jumlahnya Rp 3,7
1, angka Rp 33,95 miliar masih terbilang kecil.
Iagi ini baru pada enam satuan kerja. Saya
‘hat, kemungkinan jumlah penyimpangan blsa., i
febih besar lagi,” ujar Edy. 4

KHOTBAH DARI LEMBAH RAYA PTYY




Alenurut Edy, hal ini terjadi karena banyak
ram pembangunan yang hingga saat ini masih
m selesai sesuai jadwal. Bila melihat dari aspek
mistratif atau pelaksanaan pembangunan,
‘i-pundi penyimpangan APBD kemungkinan
semakin bertambah.

Untuk itu Edy mengimbau agar segala bentuk

/impangan ini dapat segera ditindaklanjuti
narannya untuk segera diperbaiki bila benar
/impangan tersebut ada. Untuk itulah di-
ukan adanya partisipatif aktif, baik dari
arintah maupun masyarakat.

"Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, kita
aiki bersama-sama. Karena penyimpangan
> akan memberikan dampak negatif bagi
(enomian daerah, khususnya para investor dari
<‘pihak swasta,” ujar Edy.

Karena, menurut Edy, APBD dalam bentuk
. modal adalah investasi pemerintah yang akan
- mempengaruhi perekonomian daerah dan
erataan dinamika ekonomi masyarakat di
#. Jika ada penyimpangan dalam imple-
4s1 APBD, jelas akan mempengaruhi dinamika
oimi masyarakat.

“Karena investasi pemerintah adalah salah satu
bel pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Bila
11 penyimpangan tentu nanti akan ada gang- /.
. khususnya pada tingkat trust (kepercayaan, /.
pihak swasta selaku investor. Padahal p1l:za}*’§

Telaah Perekonomian Riaw di Ujung Pena Wartawan




rubah kesejahteraannya,” tegas Edy.

wasta memegang peranan yang penting karena

\asénya pemerintah hanya berinvestasi pada sektor-

«tor yang kurang dimintai oleh swasta,” ujar Edy
nbali.

Menurut Edy, untuk mengurangi penyimpangan

na APBD, ada beberapa langkah yang bisa di-
\kukan para stake holders, yaitu harus dilakukan

inizkatan pengawasan internal dan aspek peren-

1aan harus lebih mengarah pada yang lebih
listis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
AWah.

£dy menambahkan, selama ini sering terjadi

alahan paradigma berpikir masyarakat untuk
nengartikan tingkat keberhasilan pembangunan
onomi. Bila pembangunan infrastruktur seperti
rkantoran, gedung, jalan raya, jembatan berdiri

‘ah, maka akan dianggap pembangunan sudah

eningkat. Padahal, ujar Edy, ini bukan keberhasilan.

“Kalau baru pada tahap pembangunan infra-

ruktur, itu belum berhasil. Tapi bila masyarakat
nenjadi lebih baik sejak adanya infrastruktur

;ut itu baru yang namanya keberhasilan.

1zan sampai salah menganalisa sebuah keber-

ilan dalam konteks pembangunan ekonomi.
vataan saat ini, indikator keberhasilan pem-

ngunan kita masih sangat minim sekali, karena

varakat kelas bawah masih banyak yang belum
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Dari Diskusi FKPMR

APBD Riau Tidak
Berpihak ke Publik

0 LN 0.0

ANBARU-Sebagian besar pengalokasian
[> Riau 2006 dinilai tidak berpihak ke mas-
<l (publik) atau tidak menyentuh kepentingan
arakat luas, melainkan hanya untuk dinikmati
intir orang dan kelompok tertentu.

Hal itu mengemuka dalam diskusi “Mengkritisi
D Riau 2006” yang ditaja Forum Komunikasi
ka Masyarakat Riau (FKPMR) di Sekretariat
vii? JI Kembang Sari Komplek, Gobah, Pekanbaru,
1'(7/6). Pada diskusi dibuka Ketua Umum
ViR Kol (Purn) H Abbas Jamil dan dimoderatori
anhvadi itu, tampak hadir Ketua Harian FKPMR
nar, Sekretaris Levna Ervan, Mardianto Manan, _
arial, dosen Unri Edyanus Herman Halim, Ali /

§ 5

. Alimin Siregar, M Ikhsan, staf Bappeda Ri -a ;g

. M%wé.: i '&:«}.\m}
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erta undangan lainnya.
Menurut Edyanus, program pertanian hanya
bohongan belaka. Sebab anggarannya hanya
5 miliar, itu pun tidak dijelaskan untuk apa saja
4 tersebut, apakah untuk membeli peralatan
‘tauyang lainnya. “Belanja alat-alat kantor Pemprov
bilibesar dari anggaran pertanian. Jadi tepatnya
'BD itu pro aparatur, bukan pro pertanian,”
1tanya.
Kemudian, pembangunan kantor-kantor baru
asa kurang efektif. Sebab ruang-ruang kantor saat
. di dinas-dinas masih banyak yang kosong.
Selain itu, dana ormas sekitar Rp 200 miliar
jugza fidak jelas kriteria organisasi seperti apa yang
endapatkannya. “Kalau tidak jelas kriterianya,
can—jadi bumerang. Karena politik anggaran itu
1tk menstimulus pembangunan. Kalau tidak jelas
stru akan menjadi anggaran politis,” tuturnya
sen Fekon Unri yang juga pengurus FKPMR.

Fdyanus juga belum melihat perkembangan
un rakyat K2I yang digembar-gemborkan
mpgov. “Sudan dua tahun, tetapi kebun K2I ini

tidak jelas ke mana arahnya dan sejauh mana
claksanaannya. Padahal sudah dianggarkan,”
ujarnya. (the)
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Perlu Peninjauan Ulang
Proyek Multi Years

EXE T

kipun proyek Multi Years (MY) yang
nilai Rp 1,738 trilun sudah disahkan
z0ta DPRD Riau periode 1999-2004,
1in sudah menjadi tugas bagi anggota
‘an yang baru dalam implementasi
1snya untuk melakukan pengawasan dan
trol. Anggota dewan periode 2004-2009
saja membatalkan proyek tersebut jika
#lam pelaksanaannya ditemui banyak
1r penyimpangan.

*A¥

Apa saja yang perlu diperhatikan dalam proyek
1 dan jembatan di Riau itu, berikut petlkan
ancara Merdeka dengan Edyanus Herman
1, SE, MS, pengamat ekonomi Riau. @

Telaah Perekonomian Riau di Ujung Pena Wartawan g




Apa pendapat Anda tentang proyek Multi
rg?

Pertama sekali saya tidak ingin terjebak
akah yang mengesahkan, apakah DPRD lama
' ‘baru atau juga terkesan mendadak atau tidak.
-na itu bersifat politis sekali. Tetapi, perspektif
iriasi dan pendekatannya harus dilaksanakan
lasarkan kinerja berbasis kepada pemberdayaan
varakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengapa bukan anggota DPRD yang baru saja
iKukan penilaian mendalam dan mengesahkan
Jek itu ?

Sekali lagi, saya tidak memandang anggota
4t yang mana yang sebaiknya mengesahkan
ek itu, meskipun setengah jam masa tugasnya
1-berakhir. Tapi, yang perlu sekali bagi anggota
4n yang baru boleh saja merombak atau mem-
lian proyek yang didanai APBD tersebut jika
1l penyimpangan. Karena itu merupakan hak
setnya DPRD. Yang perlu diperhatikan, apakah
rovek butuh bagi masyarakat banyak atau tidak,
mal atau tidak dan juga benar atau tidak.

A pa saja ukuran untuk menilai pelaksanaan
Jek tersebut?

vang perlu dikaji untuk menilainya ada tiga
or: pertama, apakah significansi proyek tersebut
sentuhan dengan kepentingan pemberdayaa
svarakat. Juga apakah ada aspek moblllsaé}s

_.w?/f’:
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yek tersebut?

1asyarakat, barang dan jasa, keterbukaan isolasi

ah dan kebutuhan-kebutuhan proses pem-

sunan lanjutan dengan adanya bangunan itu.

ua, apakah setiap rupiah yang dianggarkan
11 proyek itu betul-betul optimal, artinya tidak

\ rmark-up biaya. Ketiga, dana yang dialokasikan

i proyek itu apakah sudah efisient atau tidak,

ountable atau tidak, bisa dipertanggung-
ibkan atau tidak. Jadi sekali lagi, apakah

iplayer effect yang akan ditimbulkan oleh

‘angunan itu bermanfaat pada masyarakat
nvak dan efisien.

fagaimana kalau terjadi penyimpangan dari

‘an penilaian tersebut?

Kalau terjadi penyimpangan, baik itu mark-up
1-ntau bestek proyek tersebut, perlu segera

a1t ulang oleh anggota dewan sekarang. Dalam

ementasinya, DPRD harus melakukan kontrol

1 pengawasan supaya jangan sampai ada pen-

in bestek dan segala macamnya. Kalau itu
11, berarti ada hal-hal yang mencurigakan, pihak

'slatif harus sikat pelaku penyelewengan itu.
lestinya itu yang harus dievaluasi selalu: Hal ini
.4l berguna agar masyarakat dapat men-

tkan benefit-benefit dari setiap rupiah dari dana

 DEitu.

Kalau begitu Anda setuju dengan pelaksanaan
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Saya setuju sekali kalau jalan-jalan di Riau ini
#baiki, apakah melalui multi years atau apa saja
1anya, asal jangan cuma membangun gedung-
ung pemerintah. Sebab, ini akan membuka
asl daerah yang selama ini tertutup. Cuma saja
1t kajian secara professional oleh ahli-ahli khusus
)PRD. Kita perlu mengukur proyek tersebut dari
'nsitas dan prioritas program-program pemba-
nan di Riau. Seperti yang pernah disebut guber-
K2I (kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur).

Sudah mendesakah proyek tersebut dilakukan?

Sebagai contoh, di Sumatera Barat saja bisa kita
tmanfaat dari terbuka ruas jalan yang bermutu
catu. Multi player effect-nya bagi masyarakat
14t besar. Jadi kita tidak perlu mengobrak-abrik
kzrena bisa menjadi tidak berbasis kerakyatan.
wwzkan pembangunan itu berbasis kerakyatan,
4n berbasis DPRD baru dan lama.

Di luar konteks ekonomi, apakah proyek ini
n membuka peluang KKN?

Saya belum sejauh itu menilainya, tapi itulah
s~menjadi tugas anggota dewan baru. Apabila
indikasi KKN-nya, silahkan sikat yarig berbau
{itu. Dalam arti kata penyelewengannya saja.

Bagaimana pula kalau anggota dewan sendiri

g terlibat KKN, karena ada isu yang mengatakan

gota dewan bakal dapat fee dari proyek itu ?
/
¥alau ada dewan yang melanggar Keppg@sﬁ

é
e

L
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AT

1mor 8o tahun 2003, tentang pengadaan barang
1jasa itu, itulah yang kita kejar. Anggota dewan
‘1 jangan terjebak memanfaatkan kesempatan
am kesempitan.

Apa seharusnya yang dilakukan anggota
van yang baru?

Seharusnya anggota dewan yang baru yang
#z1h, didominasi anggota berpendidikan sarjana
meneliti proyek itu. Apakah proyek itu benar atau
'k; bermanfaat atau tidak, pelaksanaannya benar
1 -1idak, perlu evaluasi. Kalau tidak sesuai pro-
ur, angkat persoalannya. Mari kita fungsikan
& dan polisi, kalau tidak berfungsi juga, termasuk
1) yang merekomendasikan, konstituenlah yang
n-membenarkan itu nantinya.

Diharapkan kepada Lembaga Swadaya Mas-
\kat (LSM), tokoh masyarakat, mahasiswa ter-

UK juga pers untuk memantau dan mengawalnya.
f\-\-"?ll‘l)
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Birokrat Belum Terdidik
:hagai Pelayan Masyarakat

L )
O.. ..0 ..0

N(GAMAT ekonomi yang juga Dosen Fekon
versitas Riau, Edyanus Herman Halim SE, MS,
pendapat pencabutan subsidi BBM terpaksa
ikukan pemerintah karena desakan kondisi
akonomian. Subsidi BBM menyebabkan harga
M dalam negeri lebih murah dibandingkan
.wan luar negeri. Kondisi ini membuka peluang
adinya penyeludupan BBM ke luar negeri.
~Paru-baru ini terungkap kasus pencurian
1vak secara besar-besar yang melibatkan pejabat
1-aparat negara. Jelas ini sangat merugikan
‘ara dan akan menyebabkan terjadinya kelang-
‘1 BBM di dalam negeri. “Subsidi BBM selama
fanya dinikmati kalangan berada,” katanya. ~
;tru itu, pengalihan subsidi berupa pemberian
npensasi BBM kepada rakyat miskin pg}‘

'3
]
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«iikan. Sayangnya lagi, selama ini aparat negara

ridak sanggup mencegah kejadian itu bahkan
5 lebih fatalnya, aparat malah ikut bermain
1k penyeludupan.

tdyanus tak menampik kenaikan BBM ber-
1pak pada kenaikan harga barang. “Yang
g, kalangan usaha jangan malah menangguk
rkeruh,” ujarnya.

2 juga menjelaskan subsidi BBM selama ini
1 membebani negara mencapai Rp 128 trilyun.
salihan subsidi BBM kepada orang miskin
11iki dasar yang sangat kuat. Hanya saja ada
pak-dampak yang akan muncul akibat pe-
ihan subsidi itu. Misalnya dari pihak-pihak
12 ini menikmati subsidi yang seharusnya bisa
runtukan bagi orang miskin. Kemudian para
ulan yang sangat diuntungkan dengan adanya
aritas harga sudah barang tentu ingin mem-
1hankan keadaan.

Kompensasi BBM hanya merupakan istilah
hkannya subsidi BBM kepada orang miskin,
na ada akibat-akibat (cost) yang akan timbul
“roses kenaikan itu terhadap masyarakat
in. Kompensasi itu sudah merupakan keharusan.

Namun permasalahannya, selama ini Indonesia
' membantu orang miskin karena ada beberapa
»1. Pertama, manajemen kependudukan di /
nesia tidak baik. Tidak jarang pendudi k'

& \.
pap A
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miliki KTP ganda, dan bahkan pejabat pun
iyalir melakukan hal itu. Akibatnya, data tentang
«endudukan tidak pernah akurat. Siapa yang
kin tidak jelas, bahkan dalam proses penentuan
)a sebenarnya yang miskin, tak jarang terjadi
nipulasi hingga sasaran untuk mengentaskan
niskinan menjadi rancu dan kinerja program tidak
at dipertanggungjawabkan.

Kedua, mental aparatur birokrasi tidak terdidik
uk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
‘igza apapun program yang dilaksanakan untuk
ibantu orang miskin malah digunakan untuk
uperkaya diri sendiri. Tidak jarang kita jumpai
gram dibuat pemerintah dengan “meng-
1binghitamkan” kemiskinan.

Dengan berdalihkan orang miskin, maka
bullah proyek, yang pada dasarnya jauh dari
'va pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri.
daan tersebut sangat ironis dan menyakitkan
yarakat miskin. Mereka hanya menjadi jargon-
‘on dalam pidato, tetapi mereka tetap saja
;sara menghadapi tekanan dan ketidakberpihak-

Q{\merintah kepada mereka. (Harjono)

SRR
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Modal Asing Gagal
Serap Tenaga Kerja

o 0 &
0.0 O'O 0..

WANBARU — Rekor investasi Penanaman
4t Asing (PMA) di Riau triwulan pertama mulai
unjukkan catatan “kusam”, pasalnya dari
efujuan total investasi baru yang akan masuk,
va mampu membukukan dua proyek baru.
1nya, kedua investasi bernilai 15,9 juta dolar AS
1anya mampu menyerap 90 tenaga kerja baru.
Dibandingkan total nilai investasi pada
lan pertama, investasi baru juga sangat kecil,
1-0,08 persen dari total investasi 1.952,1 juta
rAS. Angka yang cukup miris adalah-kecilnya
sasiinvestasi pada triwulan pertama 2007 yang
4 392,5 juta dolar AS untuk tiga proyek atau
persen.

Pakar Ekonomi Universitas Riau, Edyanus,
nan Halim mengatakan, peningkatan PMA

& T R T
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4 triwulan pertama tahun 2007 ini bukanlah
\ksesan, namun kegagalan Badan Promosi dan
:stasi (BPI) Riau.

“Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank
mesia (BI) Pekanbaru, realisasi investasi PMA
tiau hanya pada dua proyek saja, itu pun
riinasi oleh perluasan industri kertas yang
i¢apail USD 1,161.8 juta atau 59,51 persen dari
| PMA sebesar 1,952 juta dolar AS di Riau. Jelas
merupakan kegagalan BPI bukan kesuksesan,”
¢ I.dy kepada Pekanbaru Pos, Rabu (22/8).

Kegagalan ini dinilai karena jumlah PMA yang
sk tidak seimbang dengan jumlah proyek baru
4-jumlah penyerapan tenaga kerja. Kalaupun
\#h tenaga kerja yang besar bisa terserap pada
fasan industri kertas, hal tersebut tidak bisa
lai sebagai sebuah kesuksesan, karena perluasan
ist11 kertas ditakutkan malah akan menambah
isakan ekosistem sumber daya alam Riau.

“Perluasan industri kertas di Riau jauh hari jelas
ntang oleh aktivis lingkungan karena berpotensi
nperparah kerusakan ekosistem Riau, namun
a# ini yang paling besar PMA-nya. Perlu di-
fiul, pabrik kertas di Riau memang sudah lama
launching keinginan untuk memperluas
riknya tanpa perlu kerja keras dari BPI. Coba
kita bayangkan industri kertas diperluas, lain A

kan?” ujar Edy.
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o D1 sinilah menurut Edy letak kegagalan BPI

Riau, karena berarti persetujuan PMA oleh BPI tidak

nempertimbangkan apa yang yang dikhawatirkan

11-vakni makin hancurnya hutan dan masa

lepar anak jati Riau karena ekologi bakal punah
¥ox

“Mungkin dalam masalah ini tidak ada koor-

‘nasy antara Dishut, Disperidag dan BPI sehingga
. pemilik modal leluasa menanamkan uang
k menguras kekayaan Riau ini,” katanya.

Selanjutnya Edy menambahkan, PMA lain
g besar investasinya adalah industri kimia yang
encapail 715,9 juta dolar AS, tetapi ini juga lebih

nifan dalam bentuk perlu-asan sebesar 702,9 juta

" AS atau 98,18 persen. Kemudian PMA di sektor

‘kebunan sebesar 64,6 juta dolar AS merupakan
lih status saja.

“Jika melihat dari data ini malah tambah jelas

| kegagalan BPIL. Meski sudah melancong ke luar
cgert namun kemampuan BPI menjaring investor
sing hanya pada bidang yang sebenarnya tanpa

lapcong pun para investor tersebut akan ber-
ivestasi juga,” tegas Edy. (mg2)
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Renstra Lebih Mirip
Laporan Kertas Kerja

L, . 3
.’. ... ..0

KANBARU (RP)-Rencana Strategis Peme-
ah Provinsi Riau 2004 dinilai Tim Asistensi
cus Renstra DPRD Riau Edyanus Herman
' SE MS bersifat mengawang-awang alias tidak
itbumi. Pasalnya dalam Renstra yang tebalnya
15an halaman itu menurutnya lebih mirip
yran kertas kerja dinas instansi dan tidak memuat
hal substantif yang dapat diharapkan mampu
1jadi pedoman pelaksanaan pembangunan guna
nberantas kemiskinan dan kebodohan.

f1al itu dikatakannya kepada Riau-Pos usai
2t lanjutan Pansus dengan Tim Penyusunan
stra Pemprov Riau, Sabtu (24/1). “Analisis
kungan internal yang dilakukan kurang tajam
tidak mampu menggabungkan kekuatan dan /
‘mahan Riau yang ada saat ini. Apa yang dl;’ié
paikan sayalihat baru sebatas laporan pekeljgg%i_‘ 4

P © 2
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< instansi sehingga termuat hal-hal yang tidak
& ujarnya.
t.cbih jauh lagi dosen FE Unri ini mengatakan
1wa analisis internal dalam Renstra mirip sebuah
Lap@ran Pertanggungjawaban” yang dicomot-
nat tetapi tercomot yang tidak substantif. Begitu
24, tanjutnya, dalam analisis eksternal hal yang
najuga terjadi.
Draft Renstra, lanjutnya, banyak yang tidak
‘nyentuh aspek strategis yang bisa menggambar-
v¢luang dan ancaman pembangunan Riau di
'sa kini dan di masa datang. Menurutnya lagi
naligls ekonomi baru sebatas memetakan per-
buhan yang terjadi dan memproyeksikannya
ngan asumsi-asumsi linier semata. Tidak ter-
mbarkan, lanjutnya, bagaimana ketimpangan
taruwilayah pada sektor-sektor sekunder dan
sier sebagai bentuk dan dualisme ekonomi yang
jadi di Riau saat ini.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Renstra
t-ir'ak memuat standar kinerja secara baku dan
Jekiif sehingga kinerja Pemprov jadi sulit diukur
m«hlr masa jabatan. “Akibatnya baik DPRD
bun eksekutif tidak memiliki dasar ukuran yang
» bagi keberhasilan pelaksanaan program di akhir
. jabatannya,” ujar mahasiswa program doktor
crsiti Teknologi Malaysia ini. Selain itu, lanjutnya, -
1an tim penyusun Renstra Pemprov tidak"“E
nzzambarkan bahwa berapa jumlah pendudwk

PR e S 2
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niskin yang bisa berkurang setiap tahunnya dengan
berbagai program yang ada.

Di bagian lain ia juga menyorot bahwa draft

“enstra tidak menyinggung soal Provinsi Kepri yang
sudah menjadi wilayah administratif yang terpisah
an Provinsi Riau. Menurut Edyanus harusnya ada
ntisipasi pasca terpisahnya administratif kedua
layah tersebut.

“Harus ada kalkulasi apa keuntungan dan

erugian dan apa antisipasi dalam kaitannya dengan
penerimaan dan pembiayaan daerah,” ujarnya.
Vienurutnya hal-hal itu tidak tergambar dengan
“engtra yang disusuri oleh tim Pemprov Riau
sebut. (fiz)
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Hanya Dua BUMD Aktif
Beri Kontribusi

LA, )
... ... .’.

ANJANG tiga tahun terakhir ini, berdasarkan
i Dispenda Riau, hanya dua BUMD yang aktif
berikan kontribusi untuk PAD Riau.
Perusahaan yang memberikan kontribusinya
wan terakhir yaitu, PT Bank Riau, tahun 2004
sar Rp36,565 miliar, tahun 2005 (Rp24,135
r) dan tahun 2006 (Rp44,773 miliar).
PT PER memberikan kontribusi hanya pada
1 2005 (Rp 1,009 miliar) dan 2006 (Rp1,016
I saja.
D1 luar kedua perusahaan itu, seperti PT Sarana
»angunan Riau (SPR) hanya menyumbang ke
tahun 2006 sebesar Rp 55 juta, sedangkan PT
12 Penjaminan Riau (SPR), bagian dari labanya ‘
dibagikan kepada Pemda dalam bentuk PAD,
i dikembalikan pada perusahaan sebagai .

A :
S
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mbahan modal, sehingga menambah jumlah
nam pemerintah pada perusahaan tersebut.

BEUMD yang tidak memberikan kontribusinya

epada PAD yaitu, PT Riau Petroleum.

Walaupun demikian, perusahaan daerah tidak

inya dilihat dari aspek profitabilitas (keuntungan)
nata. Beberapa perusahaan harus diarahkan
ntuk dapat mengemban perbaikan kesejahteraan

yat.

Di sini aspek benefit yang lebih diutamakan.

mnya saja harus diupayakan perusahaan tersebut
1l mengalami kerugian, sehingga tidak menjadi
bao pemerintah daerah.

Harus diakui juga, bahwa beberapa perusahaan

aerah di Riau berkembang cukup baik. Patut

ukuri juga, PT Bank Riau sudah berkembang

menjadi bank devisa. Itu artinya, berbagai pihak

harus siap menjadikan bank Riau sebagai pe-

usahaan daerah yang akan bermain pada wilayah
‘172 vang lebih luas.

Ke depan kita berharap Bank Riau menjadi

enggerak perkembangan ekonomi Riau pada
«tor-sektor ekonomi swasta besar dan sektor
nomi yang moderen. (ibu)
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Pembentukan TKPK
Ferkesan Sia-sia Belaka

L R )
RS S

IBENTUKAN Tim Koordinasi Pengentasan
iskian (TKPK) hanya sia-sia bila tujuh Satker
berada didalam tim belum bekerja dengan baik.
itu diungkapkan Pengamat Ekonomi Riau
nus Herman Halim kepada Riau Pos Kamis (3/
I Pekanbaru.

Menurut dia, menekan jumlah kemiskinan
sar dua persen bukanlah hal yang mudah.
renakan jumlah masyarakat miskin di Pekan-
jliga sangat besar, mencapai angka 14.000
2. Artinya, perlu kerja sama dan program dari

ng-masing Satker untuk mewujudkan semua

Dikatakan Edyanus, peningkatan perekonomian .
‘arakat saat ini memang cukup bagus yakni
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sekitar tujuh persen. Namun demikian, bila dilihat
' merkembangannya, masyarakat miskin juga
‘tambah. Kondisi ini harus diakui Wali Kota
anbaru Herman Abdullah. “Sebuah keinginan
vang bagus dari wali kota. Tetapi perhatian lebih
narus diperhatikan kepada jajaran TKPK tadi. Jangan
1pat keinginan mulia tersebut tidak terlaksana,”
jjar dia.
Terkait dengan kinerja TKPK Edyanus menilai,
nasing-masing dinas terkesari belum berkoordinasi.
itokan Edyanus, sangat sulit bila TKPK ingin
en@data masyarakat miskin tanpa adanya kerja-
samd; Sebaliknya bila sebuah kerjasama bisa tercipta
lvanus berkeyakinan, penurunan tingkat kemiskinan
angdiharapkan pasti bisa diwujudkan.

Langkah yang perlu diambil dalam waktu

‘kat ini adalah membentuk koordinasi kuat tujuh

itker. Selain itu, lakukan juga pendataan bersama

masyarakat. “Saya harap masyarakat bisa mem-

bantu hal itu. Sehingga tercipta keinginan mas-
varakat tadi,” ungkapnya. (yls)

ﬁ.’l

KHOTBAH DARI LEMBAH RAYA 186




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198

